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HOMOR & TAHUN 1938
* TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAFRAH PADA PIHAK KETIGA

DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAFRAH TINGKAT II JEPARA

bahwa untuk meningkatkan pertumbuban porekonomian Daerah dan
meningkatkan pendapatan asli Deeran guna memantapkan palak-
zanaan otonomi [Oaarah yang nyata dan bartanggungiawab, maks
poriu adanya upaya—updya uniuk menambsh sumber pendapatan
asli Dasrah dengan melakukan penyertaan modal Dasrah pada
Pihak Ketiga ;

. balwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Oalam MNeger

Momor 3 Tahun 1956 disebutkan, bahwa usahs-usaha penyertaan
modal Daerah pada Pihak Ketiga diatur dan ditetapkan dengan
Feraturan [Daerah ;

barwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka periu
mengatur Penyertaan Modal Daerah Pada Fihak Ketiga dengan
Paraturan Daarah.

Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974  tentang Pokok-pokok Pemo—
rintahan Di Daerah ( Lombaran Negara Tahun 1974 Nomor 34,
Tambahan Lembaran MNegara Momor 3037 )

Peraturan Pamerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,

Pertanggung]awaban dan Pangawasan Keuangan Caerah ( Lembaran
Negara Tahun 1375 Nomor 5 ) ;
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Peraturan Menteri ODalam Megeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang
Panvertaan Modal Dasrah Pada Plhak Ketiga ;

5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 7 Tahun 1837 tentang

Pangalolaan Barang Pemarintah Dasrah ;

Dengan persatujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Kabupatsn Qaerah Tingkat II

Jopara

HEMUTUSKAN
Menatapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT JEPARA TENTANG
PEMYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

BAB 1
KETENTUAN LMLM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dagrah ini yang dimaksud dengan :

a.
Be

G

d.

a.

1.

h.

Dasrah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara |
Pemarintah Daorah adalsh Pomerintah Kebupaten Dasrah Ting-
kat 11 Jepara ;

Bupat} Kepala Dasrah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Jopara ;

DPRD adalah Dowan Perwakilan FAakyat Daerah Kebupaten Daerah
Tingkat II Jepara ;

APED adalah Anggaran Pondapatan dan Belanja Dasrah Kabupaten
Cmarah Tingkat II Jepara ;

Modal Dasrah  adalah Kekayasan Oasrah yang belum dipisahkan,
baik berwsiud uang maupin barang yang dapat dinilal dengan
wana, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris,
surat-surat berharga, Tasilitas dan hak-hak lainnya ;

. Pihak Kotiga adalah Ingtansi atay Badan Ussha dan  atau

porsecrangsn yang barada di  Juar organisasi Pamarintah
Dasrgh, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daaran
lainnya, Badan Usaha M11ik Negara, Badan zaha M11ik Dasrah,
Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang
tunduk pada Hukwn Indonesia ;

Ponyartaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga selanjutnya dise-
but Penvertaan Modal Dasrah adalah setiap usaha dalam pen-
vartasn modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak
Kotiga dan atau pemanfaatan modal Dasrah oleh Fihak Ketiga
dengan suatu imbalan tertentu.

BAB II ....



BAE IT
TUJUAN
Pazai 2

(1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan per-
tumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan Pandapatan
Caarah.

{2} Untuk mencapal tujuan tersebut avat (1) Pasal ini, Penver
taan Modal Dasrah dilaksanakan berdasarkan prinsiporinsip
aoromi  parusahann.

BaB III
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pazal 3

Penyertaan Modal Dasrah dapat dflaksanakan dengan cara @

. Pambalian Saham dari Persercan Terbatas vang telah barbadan
hulkum dan mempunyail prospek balk

b. Sebagal pendiri dalam pembentukan Persercan Terbatas

¢. Kontrak manajemen, kehtrak produksi; kontrak bagi  keuntung—
an, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi tempat usaha.

Fasal 4
{1} Untuk melakukan pembelimn saham pada suatu Perseroan Torbs-
tas sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a Peraturan Oaerah
ini pariy disadiakan dananya terTebih dahulu dalam APBD.

(2) Betelah torsedia dana untuk pombelian saham sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan penjajakan
terhadap Perseroan Terbatas yang akan menjual saham untuk
mendapatkan data informasi mengenal jenis dan harga saham
dimaksud,

{2) Apabila Bupati HKepala Daerah dapat menvetujui jenis dan
harga saham sebagaimana dimakswd ayat (2) Pasal ini, maka
untuk pelaksanaannya ditetapken dengan Surat Keputusan
Bupati Kepala Daerah tentang pembelian saham dimakaud.

{4} Bupati Kepaia Daerah dapat menunjuk peiabat untuk bertindak
mewakili Pemerintah Daerah datam melaksanakan pombalian
SAnam.



(1)

{2)

{3}

(4}

{5)

(1)
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(3)

Pazal &

Satiap melakukan Penyertaan Modal Dasrah dalam pembentukan
Paragroan Terbatas sebagaimana dimaksud Pazal 3 horut D
Peraturan Dasrah ini, d1tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebalum ditetapkan Peraturan Q[aerah sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu diadakan perjanjian
dasar antara Bupati Kepala Daerah dangan pihak-pihak yang
ikut dalam pendirian Persercan Terbatas.

Parianjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
ini memusat materi pokok ;

a, Identitas masing-masing pihak ;

b. Jenis dan nilal modal saham pada masing-masing pihak ;
¢. Bidang Usaha ;

d. Perbandingan Modal ;

&, Hak, keowajiban dan sanksi-sanksi ;

f. Lain-lain vang dianggap periu.

Berdasarkan perjaniian dasar dan Poraturan Dasrah tentang
Penyartaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
{3) Pasal ini, kemudian dibentuk Persercan Terbatas dangan
Akte Notaris,

Bupati Kepala Dasrah dapat menunjuk secrang pelabat atau
lebih vang bertindak untuk dan atas nama DCaerah bersama—
sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Petrseroan Terbatas.

Pasal &

Parnyataan Modal Dasrah sebagaimana dimakswd Pasal 5 Pora-
turan Dasrah inl, spabila dalam bentuk wang, dianggarkan
dalam APED dan dilaksanakan dongan Keputusan Bupati Kepala
Daarah.

Ponyertaan Modal Daersh scbagaimana dimaksud Pasal 5 Pera-
turan Dagrah ini, apabila dalam bsniuk barang tidak berge-
rak, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daarah
zatelah mendapat persetujuan DPRD.

Kekayaan Daosrah yang tertanam dalam Persercan Terbatas,
merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
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{2}

{3}

{4}

{1}

{2)

Pazal 7

Untuk mengadakan kontrak manajement, kontrak produksi,
kontrak bagl keuntungan, kenirak bagl hasil usaha, dan
kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimeksud Pasal 3
huruf ¢ Paratuyran Dasrah ini, Bupati Kepala Dasrah minta
persetujuan terlsbih dahulu dart DPRD atas rencana  kontrak
tarsabut.

Sotelah mendapat persetuijuan DPRD sobagaimana dimaksud ayat
{1} Pasal ini. diadakan perjaniian bersama bersyarat antara
Bupati Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga yvang memuat materi
pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan
Daarah ind.

Palaksanaan kontrak manajement, kontrak produksi, kontrak
bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi
tempat usaha yang tercantun dalam perjaniian sebagaimana
dimaksud ayvat (2) Pasal ini ditetapkan dehgan Surat Keputu-
san Bupati Kepala Daerah.

Terhadap Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud ayat {3) Pasal inl pelakszanaannya dilaporkan
kepada Monteri Dalam Megeri cg. Direktur Jenderal pemerin-
tahan Umum dan Otonomi Daerah.

Pasal &

Untuk melakukan penalitian terhadap barsng yang diserahkan
cobagai  Modal Daerah dalam pembentukan Persercan Terbatas
dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan
pembayaran dan lain-lain dalam meompersiapkan perjanjian
kontrak manajemen, koatrak produksi, kontrak bagl keuntung-
ngan, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi tempat
usaha sebagaimana dimaksud Pasal © ayat (2) dan Pasal 7
ayat (23 Peraturan Daerah ini, dibentuk suatu kepanitiaan
oleh Bupati Kepala Daerah,

Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Dasrash Tingkat II Jepara
merancanakan dan mengikutl porkombangan usaha-usaha Panyer—
tasn Modal Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan
Daerah.

B8 IV ...



Bag IV
PEMEIMNAAN
Pazal 9

{1} Bupati Kepala Daerah Meolakuken pembinaan terhadap Pehyer—
taan Modal Dasrah.

{2} Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pagal ini, Bupati EKepala Dasrah dibantu oleh unsur Sekre-
tariat wWilayah/Daerah Tingkat II Jepara.

{3) Jika dianggap periu Bupati ¥Kepala Dasrah dapat membentuk
fadan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu
Pemarintah Dasrah.,

{4} Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangelola sebagatl-
mang dimaksud ayat (3) Pasal 1ni, ditetapkan oleh Bupati
¥epala Daerah berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Megeri.

Pasal 10

{1) Dalam hal Penyvertaan Modal ODeerah pada suatu Persercan
Tarbatas, maka untuk mewakili Pemerintah Dasrah, Bupati
Kepals Daerah dapat menunjuk pejabat yang akan duduk seba-
gal Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham
vang dimiliki oleh Dasrah ada hak untuk duduk dalam Dewan
Komisaris sesuai dengan kKetentuan peraturan perundang—
gndnngm yang beriaku,

:‘:ﬁ Bupati Kepala Dasrah dapat menuniuk pelabat yang akan
mewakill Daerah secara berkalanjutan untuk mengikuti pelak-
sanaAn  kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagd
keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi
tempat usaha,

(3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Dasrah sebagaimana
dimakaud ayat (1) dan {2) Pasal ini, sadapat mungkin mema-
hami kewiraswastaan secara profesional dan  bertangaung
jawab kepade Bupatl Kepala Daerah melalui Badan Pengelola.
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BAE ¥
PENGAWASAN
Pazal 11

{1} Para pelabat yamg ditunjuk mewakili Daerah sehubumgan
dengan Penyertaan Modal Daerah ssbagaimana dimaksud Pasal
10 ayat (1) dan ayat {2) Peraturan Daerah ini, harus me-
nyampaikan Japoran palaksanaan tugasnya kepada Bupati
Kepala ODmerah melalui Badan Pengelola {jika dibentuk)
sacara berkala 4 (empat) bulan sekali,

(2) Badan Pengelola sobagaimana dimaksud Pasal 2 ayvat (3)
Paraturan Daerah ini menyvampaikan kompilasi Taporan dimak-
sud ayat {(2) Pasal ini mengenai pelaksanaan dan Penyartaan
Modal Dasrah kepala Bupati Kepala Daerah sekali dalam
satahun.

(3) Bupati Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanann dan
hasi]l Penvertaan Modal Daerah kepada Gubermur Kepala Daerah

Tingkat T Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri sekall dalam
aatahun.

BAB VI
HABIL USaHA

Pasal 12
Pagian laba atau hasi] usaha Penyertasn Modal Daerah yang menja
di hak Dagrah, vang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan
disetor ke kas Pemerintah Daerah dan dimasukkan APBD dalam
tahun berikuthys.

BAB ¥II

KETENTUAN PENUTLF

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasreh ini sepanjang
mongenal pelaksanaannya akan diatur olsh Bupati Kepala Dasrah.

Pasal 14 ....



Pasal 14
Peraturan Das:ah ini aulai berlaku pada tanogal diundabhghken.
Aoar setisp oramg depat mengetahuinwya,  memer intahkan

pangundangan  Peraturan Deerah ind dongan  penempatannys  dalam
Lembaran Daarah Kabupateh Dasrah Tingkat IT Jepara.

Gitetapkan diwrJeparamn

e jPada tanggal X 3 Marat 1993
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUFATE KEPALA DAERAH TIMNGHAT II
FABUPATEN DRERAH TINGKAT II JEPARA JEPARA

1
Dinndangkan detom Lembarsn Daerak |
Eobupza!rn Dagrah tin ot T depars '
pada tapgps 170 500999 0 Tahug S99
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Il.
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA
NOMOR 6 TAHUR 1993

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

PENJELABAN UMM !

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkat-
kan Psndapatan Asz11 Daerah guna memantapkan pelaksanaan Otonomi Daserah yang
nvata dan bertanggung jewab, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Japara memandang periu melakukan usaha-usaha untuk menambah sumber Pendapa-
tan Daerah.

Usaha-usaha wuntuk menambah sumber Pendapatan Dasrah yang selama  1ni
talah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dasrah Tingkat II Jepéra,
dalam kenyataannya banyak berkaitan dengan Pihak Ketiga. Sehingga dalam
pelaksanannya masih beraneka ragam, bailk mengenal tata cara pelaksanaan,
pengelolaan, pambinaan, dan pengawasannya. Hal inl  dikarenmakan belum ada
peraturan perundangan yang dapat dipakal sebagai pedoman.

Barhubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan telah ditetapkannya
Paraturan Monteri Dalam Megeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal
Dmerah pada Pihak Ketiga, perlu menyusun Paraturan Daerah Kabupaten ODaerah
Tingkat II Jepara tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Megeri tersebut.

PEMJELASAN FASAL GEMI PABAL :
Pazal 1 =.d. Pazal 3 huruf a dan b : Cukup jelas

Pasal 3 huruf ¢

a, kontrak manajemen, yaitu Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang une
tuk  suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak
Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas
jasanya vyang diparhitungkan dari  hasil usaha dimaksud dan  hal dtu
dituangkan dalam Naskah Perjanjian.

b. Kontrak Produksi, yaitu Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk
suaty usaha kemersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga
dangan ketentuan antara 1ain :

1, Pihak Katiga menyediakan modal investasi dan atau modal keria;

2. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumiah uang kepada pihak peme-
rintah Daerah sesuai dengan parjanjian;

3, Untung rugl dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.

c. Kontrak bagi «..onanreeenn .
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Kontrak Bagi Keuntungan, vaity Dasrah mempunyai modal  dalam Dentuk

barang dan atay hak atas barang untuk ussha komesial, sedang pengelo—

laannya dilakukan oleh Pihak ketiga dengan ketentusn antara l1ain :

1. Pihak Ketiga harus menvediakan modal investasi dan atay modal kerja;

2. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;

3. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Dasrah
dan Pihak Ketiga, sesual dengan prosentase yang ditetapkan daiam
perianiian.

Kontrak Bagi Hasi Usaha, vaitu Pihak Ketjga menginventarisir terlebih
dahulu modal, peralatan dan lain=lain sarana yang diperlukan, sshingga
usaha dimaksud mampy berproduksi dan beroperasi. Pengelolasn usaha
dilakukan Pomerintah Daerah dalam hal ini oleh Badan Pengelofa. Hasil
ussha yang berupa barang produksi dibegi antara Pemerintah Dasrah dan
Pihak Ketiga sesuai dangan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian,

. Kontrak Bagl Tempat Ussha, vaitu Oasrah mempunyal sebidang tanah yang

barstatus Hak Pengelolaan dan memmgkinkan untuk mendirikan Tempat

usaha, sedang uniuk membangunnya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan

parayaratan yang saling menguntungkan, meliputi

1, Bamua biaya penvelesaian bangunan tempat wsaha dimaksud menjadi
tanggung iawab Pihak Ketiga,

2. Babagian dari tompat usaha yang sudah dibangun  dimanfaatkan atau
dikelola Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainmya dimanfaatkan dan
atauy ditentukan statusnya oleh pihak Pemarintah Daarah;

3. Tarhadap bengunan tersebut diberikan sertifikat Hak Gna Bangunan
diatas tanah Hak pengelolaan;

4, Bangunan tersebut masuk dalam inventaris Daarah;

5. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenana perwh untuk mengelola bagian
gedung soumur Hak Guna Bangunan yang diberikan;

8. Saluruh banounan tersabut menjadi milik Daerah setalah berakhir Hak
Guna Bangunan yang bearsangkutan.

Paaal & =.d. Pazal 14 @ Cukup jelas,



